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The sustainability of balinese indigenous civilization can not be released from 
the existence of Indigenous Villages and banjar adat as a unity of indigenous 
peoples guided by customary rules in the form of awig-awig, perarem, or other 
forms. It also organizes a youth organization in Bali called sekaa teruna which is part 
of banjar adat. In this era the existence of awig-awig seems like a mere rule crest, 
because many contents of awig-awig mainly on the sanctions section in ancient 
times that are no longer relevant to be applied in the present. Therefore, in this paper 
will be discussed in advance on How the concept of formulation of awig-awig, How 
the form of old customary sanctions that have been applied in Bali and have been 
irrelevant applied, and How the modernization process can be done against the 
irrelevant customary sanctions. From this it is seen that the concept of formulation of 
awig-awig in Bali is generally related to the concept of Tri Hita Karana, while the old 
forms of customary sanctions that are considered irrelevant include: customary 
sanctions against the case of twin buncing, sanctions kesepekang, forced marriage 
sanctions, and other types of sanctions. Modernization of ancient customary 
sanctions can be done by youth organizations by incorporating customary sanctions 
that can be applied by youth in the present, so that the existence of such awig-awig 
is not only limited as a symbol. 
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Abstrak 
Ajegnya peradaban masyarakat adat Bali  tidak dapat dilepaskan dari 
keberadaan Desa Adat dan banjar adat sebagai kesatuan masyarakat adat yang 
berpedoman dengan aturan adat baik berupa awig-awig, perarem, maupun bentuk 
lainnya. Hal ini juga mengatur organisasi pemuda di Bali yang disebut sekaa teruna 
yang merupakan bagian dari banjar adat. Dalam era sekarang keberadaan awig-
awig seakan bagaikan simbul aturan semata, karena banyak isi awig-awig utamanya 
pada bagian sanksi pada jaman dahulu yang sudah tidak relevan untuk diterapkan 
dimasa sekarang. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai 
Bagaimana konsep perumusan awig-awig, Bagaimana bentuk sanksi adat lama 
yang pernah berlaku di Bali dan sudah tidak relevan diterapkan, serta Bagaimana 
proses modernisasi yang dapat dilakukan terhadap sanksi adat yang tidak relevan 
tersebut. Dari hal ini terlihat bahwa konsep perumusan awig-awig di bali umumnya 
berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana, sedangkan bentuk sanksi adat lama yang 
dianggap tidak relevan diantaranya: sanksi adat terhadap kasus kembar buncing, 
sanksi kesepekang, sanksi kawin paksa, dan jenis sanksi lainnya. Modernisasi 
sanksi adat kuno dapat dilakukan oleh organisasi pemuda dengan memasukkan 
sanksi adat yang dapat diterapkan oleh pemuda di masa sekarang, sehingga 
keberadaan awig-awig tersebut tidak hanya sebatas sebagai simbol saja. 
 
Kata Kunci: Awig-awig, Modernisasi, Sanksi Adat, Sekaa Teruna 
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Keberadaan hukum adat sebagai 
salah satu bentuk hukum yang masih 
eksis dalam kehidupan dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia 
tercantum tercantum jelas dalam 
Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 yakni pada 
pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:  
“Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan Masyarakat 
Hukum  Adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara 
Ksatuam Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang”. 
Penjelasan mengenai pengakuan 
hukum adat oleh Negara juga dapat 
dilihat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 
’45 yang berbunyi: “Segala warga 
Negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”, yang mana dari rumusan 
ketentuan tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa baik warga sipil 
maupun aparatur pemerintahan tanpa 
terkecuali diwajibkan untuk 
menjunjung hukum yang berlaku 
dalam kehidupan dan budaya hukum 
masyarakat Indonesia baik itu hukum 
pidana, hukum perdata, maupun 
hukum adat. Penelitian tentang hukum 
adat salah satunya diprakarsai oleh 
Prof. Van Vallenhoven, yang 
selanjutnya memberikan definisi 
tentang Hukum Adat sebagai  
“Himpunan peraturan tentang perilaku 
yang berlaku bagi orang pribumi dan 
timur asing pada satu pihak yang 
mempunyai sanksi (karena bersifat 
hukum) dan pada pihak lain berada 
dalam keadaan tidak dikodifikasikan 
(karena adat). Definisi hukum adat dari 
Van Vallenhoven ini diyakini, karena 
secara realita memang di dalam 
kehidupan masyarakat adat, masih 
banyak ditemukan tata prilaku prilaku 
kehidupan yang berpegang teguh 
pada aturan –aturan yang disepakati 
oleh masyarakat adat setempat, serta 
dijumpai pula bahwa di dalam 
penerapan aturan adat tersebut 
terdapat sanksi-sanksi adat yang 
bentuk dan pelaksanaanya sangat 
primitif, namun masih diyakini dan 
dihormati untuk dijatuhkan kepada 
meraka yang melanggar ketentuan 
adat yang berlaku.  
Sanksi-sanksi adat yang berifat 
primitif dan kuno ini di beberapa 
daerah masih bersifat lestari dan 
berjalan, walaupun sudah mulai 
tergerus dan mendapat pertentangan-
pertentangan dari masyarakat sekitar 
serta kodifikasi hukum nasional yang 
mulai munjunjung tentang perjuangan 
Hak Asasi Manusia yang terkadang 
bertentangan dengan penerapan 
sanksi adat yang tergolong masih 
primitif dan kuno tersebut. Termasuk di 
Bali, pelaksanaan sanksi-sanksi adat 
kuno dalam masyarakat adat di Bali 
pada masa dahulu sangat kuat 
diterapkan, sebagai contoh penerapan 
sanksi adat masa dulu yang dianggap 
primitif dan kejam seperti; 
pengasingan terhadap orang tua yang 
melahirkan bayi kembar buncing 
karena dianggap mengotori Desa atau 
wilayah adat, pembayaran ganti rugi 
berupa sapi atau ternak lainnya jika 
sampai menikah dengan pemuda 
diluar Desa, pemisahan anak yang 
lahir kembar buncing, tidak dapat 
prosesi pengabenan dan setra bagi 
pelanggar aturan adat, kesepekang, 
serta sanksi-sanksi adat yang lainnya. 
Keberadaan sanksi adat seperti ini 
dahulunya diterapkan mengingat 
kebutuhan masyarakat akan hidup 
bersosial dan saling bergantungan, 
sangat tinggi, karena hampir tidak ada 
pekerjaan masyarakat yang dapat 
dilakukan sendiri. Pastinya hal ini 
memerlukan gotong royog saling 
membantu antar krama, sehingga 
kehadiran setiap krama sangat 
berarti.. Sanksi adat yang bersifat 
kuno di Bali yang paling ditakuti oleh 
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masyarakat bebanjaran ataupun desa 
adalah “mulih tulis” yang berarti 
pemecatan dari keanggotaan banjar 
adat/ desa adat tertentu secara 
permanen serta adakalanya ditambah 
pembayaran pamidanda berupa materi 
serta banten penyangaskara sebagai 
permohonan maaf kepada warga 
banjar atau desa di depan sangkep/ 
paruman agung. 
Namun seiring dengan kemajuan 
jaman serta adanya ratifikasi terhadap 
hukum perjuangan Hak-Hak Asasi 
manusia di Indonesia, maka secara 
disadari keberadaan sanksi-sanksi 
adat di setiap daerah yang tidak 
relevan diterapkan serta bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusian serta 
martabat manusia mulai ditinggalkan. 
Apalagi kehidupan masyarakat di era 
sekarang yang dominan merantau, 
lebih mandiri dan tidak bergantungan 
penuh kepada yang lain, sehingga 
kegiatan-kegiatan sosial yang 
menghadirkan orang yang banyak 
berangsur-angsur mulai berkurang 
intensitasnya.  
Termasuk pula di Bali, dewasa ini 
banyak sanksi-sanksi adat yang 
dianggap primitif dan kuno mulai 
dihilangkan, apalagi keberadaan 
sanksi-sanksi adat seperti ini sudah 
tergerus oleh kemajuan serta 
pemecahan permasalahan adat 
secara logika yang pada masa lampau 
tidak mampu dilakukan. Sebagai 
contoh nyata tentang sanksi adat kuno 
berupa  tidak mendapat setra adat jika 
melanggar  aturan adat, di masa 
modern ini mampu dipecahkan dengan 
banyaknya bermunculan setra-setra 
umum di luar wilayah desa mereka 
yang dapat dijadikan alternatif bagi 
warga yang tidak mendapat setra di 
Desa adatnya. Oleh karena itu 
keberadaan sanksi adat yang dulunya 
bersifat kaku, keras, kejam, serta tidak 
manusiawi mulai sirna dan berganti 
dengan sendirinya.  
Keberadaan sanksi-sanksi adat 
kuno tersebut, eksis termuat di dalam 
hukum adat di Bali, baik berupa awig-
awig, perarem, maupun bentuk hukum 
adat lainnya. Hukum adat ini umumnya 
dibuat dan disusun oleh organisasi-
organisasi sosial di Bali yang terbentuk 
atas dasar tujuan dan manfaat yang 
sama, sehingga isi ketentuan 
hukumnya cenderung untuk 
memudahkan dalam menjalankan 
aktivitas organisasi serta menindak 
mereka yang mulai lalai dan acuh 
dengan keberadaan organisasi sosial 
tersebut.  
Salah satu organisasi sosial yang 
mulai tergerus eksistensinya karena 
permalahan ikatan sosial yang tidak 
kuat adalah Sekaa Teruna. Sekaa 
teruna merupakan organisasi sosial di 
bawah Desa Adat dan banjar Adat 
yang anggotanya terdiri dari para 
muda-mudi (Yowana). Umumnya 
dalam menjalankan roda 
organisasi,Sekaa teruna 
menggunakan pedoman Awig-awig 
Sekaa Teruna. Namun perbedaan 
masa serta situasi juga turut 
menyebabkan keberadaan awig-awig 
sekaa teruna banyak yang mulai tidak 
relevan diterapkan dimasa sekarang, 
termasuk sanksi adat di dalamnya. 
Sehingga kondisi ini turut 
menyebabkan keberadaan  Sekaa 
Teruna mulai diabaikan oleh 
anggotanya sendiri.  
Hal inilah yang patut diwaspadai 
oleh Sekaa Teruna. Untuk itu perlu 
dilakukan langkah kongkrit dalam 
membenahi dasar hukum Sekaa 
teruna yakni awig-awig, agar dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam 
menjalankan kegiatan Sekaa Teruna. 
Membenahi awig-awig sekaa teruna 
yang utama menjadi sorotan adalah 
terkait sanksi adatnya. Pada dasarnya 
Sekaa Teruna saat ini tidak 
berkeinginan agar sanksi yang 
digunakan dalam awiig-awig mereka 
nantinya terlalu muluk-muluk dan 
terkesan kuno sehingga justru tidak 
mampu mereka jalankan dalam 
kehidupan berorganisasi. Sanksi adat 
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yang primitif terkesan akan menjebak 
mereka dalam pelaksanaan kegiatan 
sekaa teruna, sehingga dalam 
penyusunan awig-awig dapat 
dilakukan langkah-langkah 
moderinisasi sanksi sekaa teruna, 
yang mampu dan relevan diterapkan di 
masa sekarang, namun tetap tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai serta 
kearifan lokal yang dimiliki penglingsir 
atau orang tua mereka di Banjar adat 
Lantang Bejuh serta Desa Adat 
Sesetan.  
Untuk itu dalam penulisan ini 
akan dilihat sejauhmana konsep 
perumusan awig-awig sekaa teruna di 
Bali yang berlaku, Bagaimana bentuk 
sanksi-sanksi adat kuno yang pernah 
diterapkan di Bali, serta Bagaimana 
Moderinisasi sanksi adat yang dapat 
dilakukan oleh organisasi sekaa teruna 
di dalam Penyusunan Awig-awig 
Sekaa Teruna. Tujuan dari penulisan 
ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
terobosan modernisasi sanksi adat 
yang dilakukan dalam proses 
penyusunan awig-awig tidak 
sepenuhnya meniadakan kearifan 
lokal yang dimiliki, namun justru 
membuat keberadaannya tetap eksis, 
karena relevan dan mampu 
dilaksanakan di masa sekarang. 
 
METODE 
Metode penulisan yang 
digunakan dalam penyusunan tulisan 
ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan studi kepustakaan dengan 
mengkaji literatur serta sumber-
sumber hukum adat berupa awig-awig 
maupun perarem, serta dilakukan 
pendekatan studi perbandingan 
dengan melihat beberapa ketentuan 
awig-awig sekaa teruna serta sanksi 
yang berlaku di daerah lainnya untuk 
dibandingkan dan diadorpsi jika sesuai 
dengan kebutuhan yang diinginkan 
serta relevan diterapkan oleh sebuah 




Berdasarkan pendahuluan di 
atas, maka dalam tulisan ini akan 
dibahas  mengenai konsep perumusan 
awig-awig Sekaa Teruna di Bali, 
Penerapan sanksi adat kuno yang 
pernah ada di Bali, serta Moderinisasi 
sanksi yang dapat dilakukan dalam 
Perumusan Awig-awig Sekaa Teruna. 
 
1. Konsep Perumusan Awig-awig 
Sekaa Teruna 
Konsep perumusan awig-awig 
sekaa teruna di Bali tidak dapat 
dilepaskan dari Awig-awig Desa Adat 
serta Awig-awig banjar Adat, karena 
secara hierarki hukum adat di Bali, 
ketiga hal tersebut saling berkaitan 
sesuai dengan tingkatan organisasi 
masyarakat adat di Bali. Berikut skema 














Skema 1. Struktur Organisasi Adat 
Sederhana di Bali 
Seperti diketahui, setiap Desa 
adat atau Pakraman di Bali memiliki 
tatanan hukum sosial adat berupa 
Awig-awig yang berbeda satu sama 
lainnya. Awig-awig merupakan tata 
dalam hidup bermasyarakat. 
Masyarakat sendiri ditandai oleh 
beberapa ciri, seperti adanya interaksi, 
ikatan, pola tingkah laku yang khas 
dalam semua aspekkehidupan yang 
bersifat mantap dan kontinyu, serta 
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terhadapkelompok dimana individu 
yang bersangkutan menjadi 
anggotanya. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, manusia akan 
senantiasa berhadapan dengan 
kekuatan-kekuatan manusia lainnya, 
sehingga diperlukan adanya norma-
norma dan aturan-aturan yang 
menentukan tindakan mana yang 
boleh dan mana yang tidak boleh 
dilakukan.Awig-awig yang dijadikan 
pegangan oleh prajuru desa pakraman 
dalam mengemban kewajibannya, 
dibuat sesuai dengan situasi dan 
kondisi objektif masing-masing desa 
pakraman. Hal ini menyebabkan 
adanya perbedaan antar awig-awig 
desa pakraman yangsatu dengan yang 
lainnya walaupun secara geografis 
letaknya berdekatan. Perbedaan 
inidianggap normal dan lumrah sesuai 
dengan asas desa mawacara. 
Dalam pasal 1 angka (11) 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 
3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman 
menyebutkan, awig-awig adalah 
aturan yang dibuat oleh karma desa 
pakraman dan atau krama banjar 
pakraman yang dipakai sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita 
Karana, sesuai dengan desa 
mawacara dan dharma agama desa 
pakraman/banjar pakraman masing-
masing. Dalam Bab VII tentang Awig-
awig Desa Pakraman mengatur 
tentang Pasal 11 
(1) Setiap desa pakraman 
menyuratkan awig-awig-nya.  
(2) Awig-awig desa pakraman 
tidak boleh bertentangan dengan 
agama, Pancasila,Undang-undang 
Dasar 1945, dan hak asasi manusia.  
Dalam Pasal 12(1) disebutkan 
bahwa Awig-awig desa pakraman 
dibuat dan disahkan oleh kraman desa 
pakraman melalui paruman desa 
pakraman. Substansi awig-awig  
secara garis besarnya berisi Murdha 
Citta, Pamikukuh, Petitis, asas-asas, 
norma atau kaidah, dan sanksi. 
Aturan pelaksanaan yang lebih 
rinci dituangkan dalam bentuk 
keputusan rapat desa yang disebut  
perarem.  Perarem memiliki kekuatan 
mengikat yang secara substansi bisa 
dikelompokkan menjadi tiga,  perarem 
penyahcah awig  ,  perarem 
ngele/lepas , dan  perarem penepas 
wicara .  Perarem penyahcah  awig 
artinya aturan pelaksanaan dari awig-
awig tertulis yang sudah ada.  
Perarem ngele  berupa keputusan 
paruman yang merupakan aturan 
hukum baru yang tidak ada 
landasannya dalam awig-awig tertulis. 
Hal ini biasanya dipakai untuk 
mengakomodir kebutuhan hukum baru 
untuk mengikuti perkembangan 
masyarakat. Perarem penepas wicara  
merupakan keputusan paruman 
mengenai suatu wicara (perkara) yang 
berupa persoalan hukum seperti 
sengketa maupun pelanggaran hukum  
Berdasarkan hal tersebut maka 
Sekaa Teruna yang merupakan anak 
banjar serta berada di bawah Banjar 
Adat dan Desa Adat, maka konsep 
awig-awignya juga tidak terlepas dari 
konsep awig –awig Desa Adat secara 
umum yang terdiri atas Murdha Citta, 
Pamikukuh, Petitis, asas-asas, norma 
atau kaidah, dan sanksi. Namun 
konsep awig-awig yang lebih 
komplekas adalah konsep yang 
disinergikan dengan keberadaan 
konsep Tri Hita Karana di Bali. 
Murdha Citta adalah pembuka 
dalam suatu awig-awig yang dapat 
berisi raya syukur bahwa penyusunan 
awig-awig telah berhasil dilaksanakan, 
berisi alasan dan tujuan dilakukan 
penyusunan awig-awig serta 
pengantar lainnya. 
Aran dan wewidangan adalah 
Nama atau identitas dari sekaa atau 
organisasi yang menyusun awig-awig 
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serta batasan-batasan wilayah dari 
keberadaan sekaa atau organisasi 
tersebut. Dalam bagian ini juga dapat 
diisikan klasifikasi sekaa maupun 
keanggotannya. 
Petitis lan Pamikukuh adalah 
Dasar-dasar, asas-asas, serta norma 
atau kaidah yang digunakan dalam 
penyusunan awig-awig, baik itu 
merupakan dasar hukum dari aturan 
nasional mapun dasar hukum dari 
aturan adat di atasnya. Dasar yang 
lain adalah ketentuan tidak tertulis 
atau kearifan yang menjadi pokok bagi 
keberlangsungan sekaa di suatu 
daerah.  
Dalam kaitannya dengan konsep 
Tri Hita Karana umumnya muatan 
awig-awig dikelompokkan dalam tiga 
pengaturan besar yakni Sukerta tata 
Agama (mengatur tentang hak dan 
kewajiban krama dengan Hyang 
pencipta atau keberadaan tempat suci 
di lingkungan sekaa), sukerta tata 
pawongan (mengatur hak dan 
kewajiban dengan sesame anggota), 
dan sukerta tata palemahan (mengatur 
hak dan kewajiban terjadap lingkungan 
sekitar). 
Wicara lan Pamidanda, adalah 
sanksi atau hukuman yang disusun 
berdasarkan pada pelanggaran atau 
penyimpangan terhadap ketentuan 
yang diatur di dalam awig-awig. Sanksi 
ini dapat diklasifikasikan dalam sanksi 
ringan, sedang ataupun berat, atau 
dilihat dari sifatnya dapat berupa 
sanksi materi atau sanksi moral.  
Nguwah-Nguwehin awig-awig, 
adalah bagian yang berupa 
penyempurnaan atau tambahan 
terhadap ketentuan yang belum diatur 
di atasnya, atau bagian penjelasan, 
serta dapat berisi kalimat akan 
disempurnakan oleh ketentuan hukum 
yang lainnya.  
Samapta adalah bagian penutup 
dari bagian awig-awig yang berisi 
tentang kapan disahkan dan 
diberlakukannya awig-awig, berisi 
tentang para pihak yang 
menandatangani, masa waktu awig, 
serta pihak-pihak yang diikat dengan 
awig-awig tersebut.  
 
2. Penerapan Sanksi Adat Kuno 
yang Pernah Ada di Bali 
Dalam masyarakat hukum adat di 
Bali pada masa lampau, keberadaan 
sanksi – sanki adat dalam ketentuan 
atau aturan adat sangat dihormati 
bahkan ditakuti oleh anggota 
masyarakat bersangkutan. Hal ini 
terjadi karena sanksi-sanksi adat yang 
diterapkan benar-benar memberikan 
dampak kerugian moral, psikis, serta 
material yang dapat membuat anggota 
masyarakat adat tersebut  berfikir dua 
kali untuk melanggar aturan adat. 
Umumnya sanksi-sanksi adat yang 
digunakan pada masa lampau 
bertujuan untuk menimbulkan serta 
memberikan rasa malu bagi anggota 
yang melanggar serta bertujuan 
menyengsarakan si pelanggar beserta 
keluarganya.  
Berikut dalam tulisan ini akan 
disebutkan beberapa contoh sanksi 
adat kuno yang pernah diberlakukan 
oleh masyarakat adat di Bali.  
a. Sanksi tidak diperbolehkan 
menggunakan kuburan untuk 
upacara ngaben (pembakaran 
mayat di Bali) 
Sanksi yang umum dilihat dalam 
masyarakat adat di Bali adalah sanksi 
tidak mendapatkan setra bagi si 
pelanggar dan atau untuk 
keluarganya. Sanksi ini ditemukan 
salah satunya di Desa Adat Mengwi, 
Kabupaten Badung. Dalam awig-awig 
Desa Adat Mengwi khususnya untuk 
krama Banjar Pandean, apabila dia 
melanggar ketentuan awig-awig, maka 
dalam konsekuensi palemahan ia dan 
keluarganya tidak akan diberikan 
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tempat ngaben di Setra Desa Adat 
Setempat. Sanksi ini mulai 
ditinggalkan oleh beberapa Desa Adat 
karena lambat laun seiring 
perkambangan telah banyak muncul 
keberadaan setra – setra umum yang 
dapat menerima dan menyediakan 
tempat ngaben bagi masyarakat 
umum di luar Desa Adatnya. Selain itu 
sanksi berupa pelarangan setra ini, 
dianggap tidak adil karena masyarakat 
adat era sekarang dianggap hanya 
melihat dari perilaku anggotanya yang 
sekarang saja, namun mengabaikan 
jasa-jasa serta pengorbanan leluhur 
pendahulu krama yang dianggap turut 
andil membangun dan memajukan 
Desa Adat setempat di masa lampau, 
sehingga terlalu tega jika sampai 
menerapkan sanksi tersebut.  
b. Sanksi Pengasingan ketika 
Memiliki Anak Kembar Buncing 
Pada masa lalu, jika mempunyai 
anak kembar laki dan perempuan yang 
dinamai Manak Salah, dianggap sial 
dan membawa bencana. Bahkan 
orang tua dan anaknya harus jalani 
sanksi 'dibuang' dari pemukiman desa. 
Hal ini dapat dijumpai pada masa lalu 
di Kaba-kaba. Ketika melahirkan anak 
kembar yang sesungguhnya sangat 
membahagiakan, diberlakukan aturan 
khusus soal Manak Salah, yakni orang 
yang melahirkan anak kembar laki dan 
perempuan (Kembar Buncing). Bila hal 
itu terjadi, maka pasangan suami istri 
dan anaknya harus diasingkan ke luar 





dengan-upacara). Tradisi ini jelas 
bertentangan dengan HAM dan sudah 
sangat tidak relevan diterapkan 
dimasa sekarang, apalagi anak 
merupakan anugrah pencipta jadi tak 
seorangpun sesungguhnya dapat 
menghakimi atau mengatakan hal itu 
sebagai bencana. Untuk itu beberapa 
daerah yang masih menerapkan 
diharapkan dapat mengkaji kembali.  
c. Membayar Sanksi Adat Ketika 
Menikah dengan Warga Luar  
Sanksi seperti ini pada jaman 
dahulu pernah diterapkan oleh Banjar 
Delod Pangkung, Desa Budeng, 
Kecamatan Jembrana, Kabupaten 
Jembrana, Bali. Menurut tradisi warga 
delod pangkung tidak diperkenankan 
menikah keluar dari Banjar. Jika 
melanggar, maka bersiaplah untuk 





Adanya sanksi seperti ini tentu 
mencekal kebebasan dari seseorang 
dalam menentukan pilihan hidupnya, 
karena Hak tersebut adalak Hak 
mendasar yang tidak bisa dipaksakan 
oleh pihak manapun.  
Selain sanksi-sanksi adat di 
adat,sesungguhnya masih banyak 
bentuk dan jenis sanksi adat yang 
dianggap sudah tidak relevan 
diterapkan di masa sekarang dan perlu 
dilakukan langkah modernisasi, namun 
tidak menghilangkan nilai-nilai lokal 
genius yang diwariskan.  
 
3. Modernisasi Sanksi dalam Awig-
awig Sekaa Teruna  
Sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa kehidupan ini tidak 
pernah terlepas dari perubahan. 
Setiap kehidupan akan membawa 
perubahan karena perubahan adalah 
bagian dari pada kehidupan. Demikian 
juga yang kita rasakan sekarang ini di 
Bali, telah banyak perubahan yang 
terjadi. Semua perubahan itu terjadi 
tidak terlepas dari posisi Bali sebagai 
pulau Wisata, yang dikunjungi oleh 
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wisatawan domestik maupun 
internasional.  
Hal ini berimbas pada perubahan 
yang terjadi di Bali dalam hal Krama 
(warga) desanya, yang tidak lagi 
dihuni oleh Krama (warga) asli Bali 
yang bersifat homogen namun sudah 
berubah menjadi suatu masyarakat 
yang heterogen. Dimana Krama yang 
tinggal dan menetap di Bali sudah 
terdiri dari bermacam suku, ras, 
agama, bahkan berasal dari berbagai 
negara yang berbeda. Keadaan yang 
seperti itu tentunya akan memberikan 
beragam unsur dan corak yang 
berbeda di Bali, yang berakibat 
adanya beragam unsur kebudayaan, 
kepercayaan, mata pencaharian, dan 
cara hidup yang berbeda. Juga 
terjadinya silang budaya yang harus 
dicermati dan diantisipasi agar tidak 
terjadi konflik yang dapat mengganggu 
keamanan, ketentraman, dan 
kenyamanan serta dapat meruntuhkan 
kharisma Bali sebagai pulau wisata 
yang dapat berakibat langsung 
maupun tidak langsung terhadap 
keamanan dan stabilitas nasional, 
serta dapat meruntuhkan persatuan 
dan kesatuan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Dalam keadaan seperti tersebut 
di atas penerapan sanksi awig-awig 
desa adat di Bali serta sanksi-sanksi 
awig-awig organisasi di bawahnya 
sangatlah diperlukan karena awig-awig 
adat merupakan benteng pertahanan 
paling kuat di Bali. Namun perlu 
diperhatikan ditengah kemudahan-
kemudahan yang tercipta akibat 
kemajuan jaman, jangan sampai 
keberadaan sanksi-sanksi adat ini 
justru mempersulit serta memagari 
secara kaku anggota sekaa di 
dalamnya yang nanti beribas pada 
ditinggalkannya organisasi serta 
kesatuan sekaa yang ada. Maka dari 
itu perlu dilakukan upaya sinergitas 
serta moderinisasi terhadap 
penerapan sanksi di dalam awig-awig 
sehingga relevan untuk diterapkan 
serta diterima oleh setiap anggota 
sebagai suatu hal yang mengikat dan 
dijunjung tinggi.  
Khusus di dalam penyusunan 
awig-awig sekaa teruna. Moderinisasi 
sanksi di dalam penyusunan awig-
awig yang dapat dilakukan dengan 
pembahasan-pembahasan tentang 
rasionalitas sanksi yang dapat 
dilakukan dan diterapkan oleh anggota 
sekaa dalam kehidupan sehari-hari di 
masa sekarang. Sanksi –sanksi yang 
umumnya diterapkan oleh sekaa-
sekaa teruna dapat digolongkan ke 
dalam tiga jenis tingkatan, yakni sanksi 
ringan (nista), sanksi sedang (madya), 
serta sanksi berat (Utamaning 
pimidanda). Berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan, sanksi yang 
digolongkan ke dalam sanksi ringan 
oleh sekaa adalah sanksi berupa 
permohonan maaf (nunas 
pengampura) kepada pengurus, dan 
atau nunas pengampura kepada 
seluruh anggota di depan sangkepan 
sekaa. Sanksi sedang (madya) yang 
dapat diberlakukan sebagai bagian 
dari modernisasi sanksi adalah 
dengan penerapan dedosan (ganti 
rugi) berupa uang terhadap 
pelanggaran atau kelalaian yang 
dilakukan (Widnyana, I. M. A., & Tagel, 
D. P., 2020: 32-36). Besaran dedosan 
ini dapat diputuskan dalam sangkep 
atau paruman sekaa teruna. 
Sedangkan sanksi yang tergolong 
berat, namun masih relevan untuk 
diterapkan oleh anggota sekaa teruna, 
berupa sanksi dinonaktifkan dalam 
pesukadukan berupa tidak mendapat 
bantuan dan jasa saat memiliki hajatan 
atau kegiatan baik oleh pengurus dan 
atau anggota, serta tidak dilibatkan 
aktif dalam pengambilan keputusan 
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walaupun telah membayar iuaran 
sekaa.  
Dengan pengklasifikasian sanksi 
tersebut maka setiap anggota sekaa 
dapat memilah serta mengetahui 
konsekuensi dari pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan, sehingga 
tetap dapat diterakapkan di masa 
sekarang.    
 
PENUTUP  
Berdasarkan uraian di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa konsep 
perumusan awig-awig sekaa teruna di 
Bali tidak dapat dilepaskan dari 
konsep awig-awig Desa Adat dan 
Konsep Awig-awig Banjar Adat yang 
dalam perumusannya menerapkan 
atau mengkaji konsep tri hita karana 
dalam bagian-bagiannya 
pengaturannya yang meliputi: sukerta 
tata Parhyangan, Sukerta Tata 
Palemahan, dan Sukerta Tata 
Pawongan. Dalam menegakkan hak 
dan kewajiban setiap anggota sekaa 
maka di dalam awig-awig dituangkan 
sanksi-sanksi di dalam bagian akhir 
berupa pamidanda. Sanksi-sanksi adat 
kuno yang dianggap primitif dan tidak 
relevan lagi untuk diterapkan di masa 
sekarang yang pernah ada di Bali 
diantaranya berupa sanksi 
pengasingan atau pembuangan, 
sanksi perkawinan paksa, sanksi 
pemisahan anak dan orang tua karena 
dianggap aib, sanksi tidak mendapat 
setra, sanksi mulih tulis atau 
pemecatan secara tidak hormat, serta 
sanksi-sanksi lainnya yang jauh dari 
nilai-nilai kemanusiaan. Moderinisasi 
sanksi yang dilakukan dalam 
penyusunan awig-awig sekaa teruna 
diharapkan mampu menyerap aspirasi 
dan menjawab keresahan anggota 
sekaa teruna terhadap pelaksanaan 
sanksi yang dianggap tidak relevan di 
masa sekarang,  sehingga di dalam 
penyusunan awig-awig memuat 
sanksi-sanksi yang mampu 
dilaksanakan oleh anggota seperti 
berupa sanksi permohonan maaf, 
sanksi denda berupa uang, serta 
sanksi yang paling akhir yang masih 
relevan berupa tidak mendapatkan 
bantuan pasuka-dukan pengurus serta 
anggota sekaa teruna dalam acara 
pribadi anggota yang semestinya 
memerlukan dan mendapat bantuan 
pasukadukan anggota, seperti tidak 
dihadiri pengurus dan anggota saat 
menikah, serta tidak dimasukkan 
dalam keanggotaan aktif lagi.  
Saran penulis dalam 
pelaksanaan pengabdian ini adalah 
memang moderinisasi sanksi yang 
dilakukan adalah untuk 
merelevansikan antara ketentuan 
aturan dengan penerapannya yang 
mampu dilaksanakan anggota, namun 
diharapkan jangan sampai 
modernisasi sanksi yang dilakukan 
justru berimbas pada lemahnya 
keberadaan sekaa akibat sanksi yang 
dianggap terlalu lunak serta 
menghilangkan tradisi atau dresta 
yang sesungguhnya memerlukan 
perhatian yang lebih serius untuk 
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